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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Teori Implementasi 

1. Pengertian Implementasi 

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan 

seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan 

kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan 

sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan 

beberapa penulis menempatkan tahap implementasi 

kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya 

setiap kebijakan public selalu ditindak lanjuti dengan 

implementasi kebijakan.
1
 

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan 

tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. 

Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards 

III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan 

pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. 

                                                           
1 Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, Artikulasi Konsep 

Implementasi Kebijakan: Perspektif,  Model  dan  Kriteria  Pengukurannya, 

Jurnal  Baca,  Volume  1  Agustus  2008, Universitas Pepabari Makassar, 

2008, h 117 
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Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat 

setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu 

kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk 

menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. 

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi 

intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran 

kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh 

para implementor kepada kelompok sasaran (target group) 

sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.”
2
 

Menurut Agustino, “implementasi merupakan suatu 

proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan 

melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada 

akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.”
3
 

Ripley dan Franklin menyatakan bahwa 

implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-

undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, 

                                                           
2 Purwanto  dan  Sulistyastuti ,  Analisis  Kebijakan  dari  Formulasi 

ke  Implementasi 
3 http//kertyawitaradya.wordpre ss, diakses 05 Mei 2022, pukul 12.00 

WIB 
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kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran 

yang nyata (tangible output). Implementasi mencakup 

tindakan-tindakan oleh sebagai aktor, khususnya para 

birokrat yang dimaksudkan untuk membuat program 

berjalan. 

Grindle (dalam Winarno), memberikan 

pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan 

bahwa secara umum, tugas implementasi adalah 

membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan 

tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak 

dari suatu kegiatan pemerintah. 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi 

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. 

Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi 

kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi 

(context of implementation). Variabel isi kebijakan ini 

mencangkup:
4
 

                                                           
4 Buku Budi Winarno, Teori dan Proses Kebijakan Publik, 

(Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), h 21 
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1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat 

dalam isi kebijakan. 

2) jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai 

contoh, masyarakat di wilayah slumareas lebih suka 

menerima program air bersih atau perlistrikan daripada 

menerima program kredit sepeda motor. 

3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah 

kebijakan. 

4) Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel 

lingkungan kebijakan mencakup: 

a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi 

yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam 

implementasi kebijakan. 

b. Karakteristik institusi dan rejim yang sedang 

berkuasa. 

c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok 

sasaran. 

Van Meter dan van Horn menjelaskan bahwa tugas 

implementasi adalah membangun jaringan yang 



39 
 

 

memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan 

melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan 

berbagai pihak yang berkepentingan.
5
 Unsur perubahan 

merupakan karakteristik yang paling penting setidaknya 

dalam dua (2) hal:
6 

a. Implementasi akan di pengaruhi oleh sejauh mana 

kebijakan menyimpang dari kebijakan-kebijakan 

sebelumnya. Untuk hal ini, perubahan-perubahan 

inkremental lebih cenderung menimbulkan tanggapan 

positif daripada perubahan-perubahan drastis (rasional), 

seperti dikemukakan sebelumnya perubahan inkremental 

yang didasarkan pada pembuatan keputusa secara 

inkremental pada dasarnya merupakan remidial dan 

diarahkan lebih banyak kepada perbaikan terhadap 

ketidak sempurnaan sosial yang nyata sekarang ini dari 

pada mempromosikan tujuan sosial dari masa depan. Hal 

ini sangat berbeda dengan perubahan yang didasarkan 

pada keputusan rasional yang lebih berorientasi pada 

perubahan besar dan mendasar. Akibatnya peluang 

                                                           
5 Buku Budi Winarno, Teori dan Proses, … h 179 
6 Buku Budi Winarno, Teori dan Proses, … h 179 
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terjadi konflik maupun ketidak sepakatan antara pelaku 

pembuat kebujakan akan sangat besar.
 

b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh jumlah 

perubahan organisasi yang diperlukan. Implementasi 

yang efektif akan sangat mungkin terjadi jika lembaga 

pelaksana tidak diharuskan melakukan progenisasi 

secara derastis. Kegagalan program-program sosial 

banyak berasal dari meningkatnya tuntutan yang dibuat 

terhadap struktur-struktur dan prosedur-prosedur 

administratif yang ada.
 

B. Teori Pemerintahan Daerah 

1. Pengertian Pemerintahan Daerah 

Istilah pemerintah daerah dipergunakan untuk 

menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat 

yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri. Undang-

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa “Pemerintah 

Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”. 
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Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota 

dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 dinyatakan bahwa: 

1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-

daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas 

kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, 

dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur 

dengan undang-undang. 

2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan 

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 

3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan 

kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 

4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 

kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota 

dipilih secara demokratis. 

5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. 

6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah 

dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan 

otonomi dan tugas pembantuan. 

7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan 

daerah diatur dalam undang-undang. 
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Dalam konstruksi pasal 18 UUD 1945 tersebut yang 

disebut pemerintah daerah dalam Makhya memiliki 

pemahaman  sebagai berikut:
7
 

a. Daerah tidak bersifat staat 

b. Wilayah Indonesia dibagi dalam provinsi-provinsi dan 

provinsi ini kemudian dibagi dalam daerah-daerah yang 

lebih kecil 

c. Daerah tidak bersifat otonom dan bisa bersifat 

administratif 

d. Di daerah otonom dibentuk badan perwakilan daerah 

sesuai dengan dasar permusyawaratan dalam sistem 

pemerintahan Negara 

Pemerintah daerah muncul sebagai konsekuensi  

dari wilayah Negara yang begitu luas  sehingga tidak 

mungkin diurus oleh pemerintah pusat. Supaya pengelolaan  

urusan pemerintahan bisa dilayani dengan baik, maka 

dibentuklah pemerintahan setempat atau pemerintah daerah. 

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 

sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

                                                           
7 Makhya, Syarief, “Ilmu Pemerintahan”, Bandar Lampung : 

universitas lampung, 2006, h 101 
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Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-

asas sebagai berikut: 

1) Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. 

Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. 

2) Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan 

oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom 

berdasarkan Asas Otonomi. 

3) Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah 

Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, 

kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan kepada 

gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung 

jawab urusan pemerintahan umum. 

4) Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah 

Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan 

sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi 
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kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah 

Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk 

melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah provinsi. 

5) Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-

batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus 

Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah 

Pemerintah Daerah dan DPRD, sedangkan pemerintah 

daerah adalah Gubernur, Walikota, dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah. Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam 



45 
 

 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kepala daerah 

dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat 

daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan 

kebijakan dan koordinasi, diwadahi Lembaga Sekretariat, 

unsur pendukung kepala daerah dalam penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah, serta unsur pelaksanaan 

urusan daerah di wadahi dalam Lembaga Dinas Daerah. 

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, 

pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat 

melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat 

pemerintahan atau wakil pemerintahan di daerah atau dapat 

menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau 

pemerintahan desa. Di samping itu penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah di luar 

urusan pemerintah, pemerintah dapat menyelenggarakan 

sendiri sebagian urusan pemerintahan, atau melimpahkan 

sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku 

wakil pemerintah,atau menugaskan sebagian urusan kepada 



46 
 

 

pemerintah daerah dan pemerintahan desa berdasarkan asas 

tugas pembantuan.
8
 

Dalam Bab VII Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, bagian pertama mengatur mengenai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal 57 

menerangkan, penyelenggaraan pemerintahan daerah 

provinsi dan kabupaten/kota terdiri dari atas kepala daerah 

dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada 

asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri 

atas: 

1) kepastian hukum;tertib penyelenggara negara; 

2) kepentingan umum; 

3) keterbukaan; 

4) proporsionalitas; 

5) profesionalitas; 

                                                           
8 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, 

Jakarta:Sinar Grafika, 2008, h 35 
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6) akuntabilitas; 

7) efisiensi; 

8) efektivitas; dan 

9) keadilan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 

2011 tentang pengelolaan sampah, Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas 

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah 

urusan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan 

pelayanan dasar. Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan 

Pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sesuai 

dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. 

Pengertian  asas  tersebut  dapat  dilihat  dalam  

penjelasan  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, yaitu : 

2) Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum 

yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan dan keadilan dalam setiap 

kebijakan penyelenggaraan negara. 

3) Tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang 

menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan 

keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan 

negara. 

4) Asas kepentingan umum adalah asas yang 

mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang 

aspiratif, akomodatif dan selektif. 

5) Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri 

terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi 

yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan 

perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 

rahasia negara. 

6) Asas proposionalitas adalah asas yang mengutamakan 

keseimbangan hak dan kewajiban penyelenggaraan 

negara. 
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7) Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan 

keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan 

perundang-undangan. 

8) Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa 

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan 

penyelenggaraan negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

9) Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada 

tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. 

10) Asas keadilan adalah bahwa setiap tindakan dalam 

penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan 

secara proposional bagi setiap warga negara. 

Berdasarkan teori di atas tentang pemerintahan  daerah, 

bahwa dalam peran Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam 

Menanggulangi Penyelesaian Konflik Lahan Perkebunan 

Sawit Desa Tanjung Aur II (Studi Kasus Badan Pertanahan 

Nasional Kabupaten Bengkulu Selatan), Urusan Pemerintahan 
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yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas 

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan. Urusan wajib adalah urusan 

yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Sedangkan urusan pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang 

secara nyata ada dan berpotensi meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat yang sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi 

unggulan daerah. maka teori yang tepat digunakan untuk 

menilai kinerja dari Dinas Badan Pertanahan Nasional 

Kabupaten Bengkulu Selatan ialah teori pemerintahan daerah.. 

C. Teori Perundang-Undangan 

Peraturan Perundang-undangan sebagai produk hukum, 

bukan merupakan produk politik semestinya ditempatkan 

sebagai norma yang digali bersumber pada kemajemukan 

bangsa Indonesia, kaya akan budaya, nilai dan pluralisme 

hukum. Legislatif yang merupakan representasi dari rakyat 

bukan lagi mempertimbangkan untung rugi atau kepentingan 

elite penguasa dalam menjalankan fungsinya, apakah dalam 

setiap fungsi pengawasan, budgeting atau legislasi. 

Karakteristik tersebut merupakan wujud dari negara hukum 



51 
 

 

pancasila dimana pembentuk peraturan perundang-undangan 

memahami spirit atau filosofi yang terkandung didalamnya. 

Bingkai Indonesia sebagai negara hukum mensyaratkan 

adanya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses 

pembuatan peraturan perundang-undangan setiap sidangnya di 

ranah legislatif menghendaki para wakil rakyat di parlemen 

untuk berdialog, berkomunikasi dengan rakyatnya sebagai 

bahan pertimbangan dalam keputusan pembuatan hukum, 

sehingga mencapai suatu konsensus bersama, bukan keputusan 

politik dan kepentingan penguasa, tanpa membuka ruang-

ruang publik yang merupakan tipologi hukum responsif. 

Kegagalan legislasi dalam menciptakan produk hukum yang 

responsif dan partisipatif akan mengakibatkan pula hilangnya 

makna filosofi dari cita hukum pancasila yang sebenarnya 

sumbernya dari akar budaya Indonesia asli. Norma hukum 

yang dikristalkan menjadi peraturan perundang-undangan pada 

akhirnya memiliki tujuan hukum yang membahagiakan 

rakyatnya, sehingga mampu menghadirkan produk hukum 
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yang mengandung nilai keadilan sosial (social 

justice/substantial justice).
9
 

Indonesia sebagai negara hukum yang mengikuti 

tradisi hukum kontinental, menjadikan peraturan perundang-

undangan sebagai salah satu sendi utama dalam sistem hukum 

nasionalnya, oleh karena itu, pembangunan nasional selalu 

diiringi dengan pembangunan sistem hukum yang 

berkelanjutan dan terintegrasi, hal ini sesuai dengan kebutuhan 

akan perkembangan struktur hukum dengan budaya hukum. 

Peraturan perundang-undangan sebagai komponen penting 

dalam kesatuan sistem hukum nasional harus dibangun dan 

dibentuk secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa 

pembangunan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan 

teratur, ada kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan 

bagi terpenuhinya kebutuhan rasa keadilan dan kemakmuran 

masyarakat sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945. 

                                                           
9 Wahyu Nugroho, Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan 

Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila, Jurnal Legislasi Indonesia, 

Vol. 10, No. 3 
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Peraturan perundang-undangan dimaknai sebagai 

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat 

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga 

negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang 

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
10

 

Menurut Prof. Bagir Manan, Peraturan perundang-

undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, 

ditetapkan dan dikeluarkan oleh Lembaga dan atau Pejabat 

Negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai 

dengan tata cara yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-

undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh 

lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat 

secara umum, adapun unsur-unsurnya yaitu:
11

 

1) Peraturan Tertulis 

                                                           
10 BAB I Ketentuan Umum, Bagian Kedua, Pasal1 ayat 2Undang-

UndangNomor12Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. 
11 Bagir Manan, “PerananPeraturan Perundang-undangan Dalam 

Pembinaan hukum Nasional”, Bandung:Armico, 1987, h 13 
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Apa yang dimaksud dengan peraturan tertulis 

sampai saat ini belum ada definisi yang pasti. Peraturan 

yang tertulis tidak sama dengan peraturan yang ditulis. 

Yurisprudensi misalnya, adalah bukan peraturan tertulis, 

walaupun bentuk fisiknya ditulis. Peraturan tertulis 

mengandung ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

adalah segala peraturan yang tercantum di dalam Pasal 7 

ayat (1) mengenai jenis dan hierarki perundang-

undangan yakni Undang Undang Dasar Negara Republik 

Indonesiua Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah; 

b) Peraturan tersebut dibentuk oleh lembaga negara atau 

pejabat negara yang berwenang; 

c) Pembuatan peraturannya melalui prosedur tentu; 

d) Apabila dicermati maka baik Undang Undang Dasar 

Negara Republik Indonesiua Tahun 1945, Undang-
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Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan 

Presiden tersebut ditempatkan di dalam lembaran negara, 

dan Peraturan Daerah ditempatkan dalam lembaran 

daerah. Dengan demikian peraturan tersebut ditempatkan 

di lembaran resmi. 

2) Dibentuk Oleh Lembaga Negara Atau Pejabat Negara 

Peraturan perundang-undang dibentuk oleh lembaga 

negara atau pejabat negara. Hal ini berbeda dengan norma 

agama misalnya, yang merupakan wahyu dari Allah swt. 

Disamping dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat 

negara, peraturan perundang-undangan juga dapat memuat 

sanksi bagi pelanggarnya, dan sanksi tersebut dapat 

dipaksakan pelaksanaannya oleh alat negara. Dengan 

demikian kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan datangnya dari luar, yakni dipaksakan dengan 

sanksi. Sedangkan kepatuhan terhadap norma agama 

datangnya dari dalam, yakni kesadaran diri sendiri untuk 

mematuhinya. 
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Pengertian peraturan perundang-undangan di dalam 

UU PPP (uu no.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan) dirumuskan secara lebih utuh, memuat 

norma hukum yang mengikat, dan terintegrasi dengan sistem 

perencanaan maupun prosedur pembentukan peraturan 

perundang-undangan. 

D. Konsep Hukum Islam Tentang Larangan Larangan Merusak 

Lingkungan 

Lingkungan merupakan sebuah kesatuan dari segala 

makhluk ciptaan Allah yang pula bukti kebesarnya. 

Sebagaimana salah satu tujuan dari kehidupan manusia ialah 

bersyukur segala atas nikmat yang telah  dilimpahkan  dari  

Allah,  dan  salah  satu  caranya  adalah  dengan menjaga 

lingkungan yang sebagai salah satu tuuan hidup menurut 

islam. Allah telah mempercayakan kita untuk menjaga 

lingkungan dimana saat itu para malaikat justru meragukan 

kita. Maka itulah hendaknya kita betul-betul menjalankan 

sesuai dengan perintahnya sama Allah untuk menjaga 

kedaulatan apa yang sudah ia ciptakan  untuk manusia. Namun 
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sayangnya, semkin hari justru banyak manusia yang merusak  

lingkungan.  Berbagai kerusakan maupun kehancuran sudah 

terjadi dimana-mana sehingga menimbulkan banyak bencana. 

Dari berbagai kerusakan di darat maupun di laut 

merupakan salah satunya akibat dari kejahatan orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab ataupun yang yang telah 

berdosa. Kekeringan, banjir, gunung meletus, badai, semua itu 

bukan hanya sebagaian faktor bencana alam, akan tetapi juga 

akibat dari kejahilan tangan-tangan manusia, juga banyaknya 

kemaksiatan yang telah diperbuatnya. 

Lingkungan alamiah (natural enviroment) adalah suatu 

keadaan atau kondisi alam yang terdiri atas benda-benda 

(makhluk) hidup benda-benda tak hidup yang berada di bumi 

atau bagian dari bumi secara alami dan saling berhubungan 

satu dengan lainnya. Adapun lingkungan hidup sebagaimana 

Undang-Undang RI No.4 Tahun 1982 adalah kesatuan ruang 

dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termuasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang 
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mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lainnya.
12

 

Manusia hidup tidak lepas dari lingkungan dimana 

mereka berada. Lingkungan harus mendukung kehidupan 

mereka agar hidup nyaman, aman, dan tentram. Lingkungan 

yang rusak membuat manusia tidak nyaman hidup. Agama 

Islam telah melarang segala bentuk perusakan alam sekitar, 

baik langsung maupun tidak langsung. Manusia harus jadi 

yang terdepan dalam menjaga dan melestarikan alam sekitar. 

Karena itu, seharusnya setiap manusia harus memahami 

regulasi pelestarian lingkungan hidup karena merupakan 

tanggung jawab semua manusia sebagai pemikul amanah 

untuk menghuni bumi Allah ini. Allah SWT melarang 

perbuatan merusak lingkungan hidup karena dapat 

membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Mengapa saat 

ihram dalam melaksanakan haji atau umrah tidak bisa 

mencabut pohon? Betapa Allah sangat memperhatikan 

menjaga lingkungan hidup sekalipun saat berihram. Manusia 

                                                           
12 https://www.smkassalaambandung.sch.id/berita/lingkungan-hidup-

dalam-perspektif-islam, diakases pada 15 Juni 2023 

https://www.smkassalaambandung.sch.id/berita/lingkungan-hidup-dalam-perspektif-islam
https://www.smkassalaambandung.sch.id/berita/lingkungan-hidup-dalam-perspektif-islam
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tidak boleh semena-mena mengeksplorasi alam tanpa 

memikirkan akibat yang muncul. Allah SWT menciptakan 

alam ini bukan tanpa tujuan. Alam ini merupakan sarana bagi 

manusia untuk melaksakan tugas pokok mereka yang 

merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia. Alam adalah 

tempat beribadah hanya kepada Allah semata. Syariat Islam 

sangat memperhatikan kelestarian alam. Manusia tidak 

diperbolehkan membakar dan menebangi pohon tanpa alasan 

dan keperluan yang jelas. Menebang pohon harus diimbangi 

dengan menanam pohon. Orang bijak berkata, “walau umurmu 

satu hari lagi tanamlah pohon”. 

Kerusakan alam dan lingkungan hidup yang kita 

saksikan sekarang ini merupakan akibat perbuatan manusia. 

Firman Allah SWT, Artinya: “Telah Nampak kerusakan di 

darat dan di laut di sebabkan perbuatan tangan manusia, 

supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) 

perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). 

(QS. A-Rum :41). Ibnu katsir menjelaskan dalam tafsirannya, 

Zaid bin Rafi‟ berkata, ”Telah Nampak kerusakan, maksudnya 
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hujan tidak turun di daratan yang mengakibatkan paceklik dan 

di lautan yang menimpa binatang-binatangnya.” Mujahid ra.  

Mengatakan, “Apabila orang zalim berkuasa lalu ia berbuat 

zalim dan kerusakan, maka Allah SWT akan menahan hujan, 

hingga hancurlah pertahanan dan anak keturunan. Atau kalau 

pun hujan, akan terjadi banjir karena air tidak di tampung pada 

pohon-pohon sebab di tebangi sembarangan. Apakah 

kerusakan yang terjadi itu hanya disebabkan perbuatan 

manusia yang merusak lingkungan atau mengekplorasi alam 

semena-mena ataukah juga disebabkan kekufuran, syirik dan 

kemaksiatan yang mereka lakukan? Jawabnya adalah kedua-

duanya. Abul „Aliyah berkata, “Barangsiapa berbuat maksiat 

kepada Allah di muka bumi, berarti ia telah berbuat kerusakan 

padanya. Karena kebaikan bumi dan langit adalah dengan 

ketaatan.
13

 

Salah satu bukti bahwa Islam sangat memperhatikan 

lingkungan adalah perintah Nabi SAW untuk menyingkirkan 

gangguan dari jalan yang beliau jadikan sebagai salah satu 

                                                           
13 https://www.smkassalaambandung.sch.id/berita/lingkungan-hidup-

dalam-perspektif-islam, diakases pada 15 Juni 2023 

https://www.smkassalaambandung.sch.id/berita/lingkungan-hidup-dalam-perspektif-islam
https://www.smkassalaambandung.sch.id/berita/lingkungan-hidup-dalam-perspektif-islam
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cabang keimanan. Juga perintah Nabi SAW untuk menanam 

pohon walaupun esok hari kiamat. Hal ini menunjukkan 

betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup. Bukankah satu 

pohon adalah jatah untuk dua orang? Pemerintah berhak 

memerintahkan rakyat untuk menanam pohon. Al-Qurthubi 

berkata dalam tafsirannya, “Bercocok tanam termasuk fardhu 

kifayah. Imam (penguasa)  berkewajiban mendesak rakyatnya 

untuk bercocok tanam dan menanam pohon. Bahkan 

pemerintah saat ini menganjurkan bagi yang akan menikah 

agar mewakafkan masing-masing mempelai satu pohon. Untuk 

memotivasi umat agar gemar menanam pohon Rasul SAW 

bersabda, “Seorang muslim yang menanam sebuah pohon lalu 

ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut, 

niscaya akan di tuliskan baginya sebagai pahala sedekah”. 

Bahkan pohon itu akan menjadi asset pahala baginya sesudah 

ia wafat akan terus mengalirkan pahala baginya. “Tujuh 

perkara yang pahalanya akan terus mengalir bagi seorang 

hamba sesudah ia mati dan berada dalam kuburnya, yaitu 

orang yang mengajarkan ilmu, mengalirkan air, menggali 
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sumur, menanam pohon kurma, membangun masjid, 

mewariskan mushaf atau meninggalkan anak yang 

memohonkan ampunan untuknya sesudah ia mati. 

Menebang pohon, menggunduli hutan, membuang 

limbah ke sungai, membuang sampah sembarangan dan 

lainnya sudah jelas termasuk perbuatan merusak lingkungan 

hidup yang bisa mendatangkan bencana bagi umat manusia. 

Banjir bandang, kabut asap, pemanasan global adalah 

beberapa diantara akibatnya. Namun sadarkah kita, bahwa 

kerusakan alam bukan hanya factor-faktor riil seperti itu saja. 

Kekufuran, syirik dan kemaksiatan juga punya andil dalam 

memperparah kerusakan alam. Bukankah banjir besar yang 

melanda kaum Nabi Nuh as disebabkan kekufuran dan 

penolakan mereka terhadap dakwah Nabi Nuh as? Bukankah 

bumi dibalikkan atas kaum Luth sehingga yang atas menjadi 

bawah dan yang bawah menjadi atas disebabkan kemaksiatan 

yang mereka lakukan? Sebaliknya, keimanan, ketaatan dan 

keadilan juga berperan bagi kebaikan dan keberkahan bumi. 

Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, “Diantara pengaruh 
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buruk perbuatan maksiat terhadap bumi adalah banyak terjadi 

gempa dan longsor di muka bumi serta terhapusnya berkah. 

Rasulullah SAW pernah melewati kampung kaum Tsamud, 

beliau melarang mereka (para sahabat) melewati kampung 

tersebut kecuali dengan menangis. Beliau juga melarang 

mereka meminum airnya, menimba sumur-sumurnya, hingga 

beliau memerintahkan agar menggunakan air yang mereka 

bawa untuk mengadon gandum. Karena maksiat dan 

pengrusakan lingkungan hidup kaum Tsamud ini telah 

mempengaruhi air disana.
14

 Sebagaimana pengaruh dosa yang 

mengakibatkan berkurangnya hasil panen buah-buahan. 

Apabila manusia tidak segera kembali kepada agama Allah 

dan sunnah Nabi-Nya, maka berkah itu akan berganti menjadi 

musibah. 

Menurut BMKB curah hujan di bulan Januari-Februari 2017 

meningkat. Dampak dan akibat hujan pada lingkungan harus 

menjadi kewaspadaan pemerintah dan seluruh elemen 

masyarakat. Hujan yang semestinya Allah turunkan untuk 

membawa keberkahan di muka bumi, namun karena ulah 

manusia itu sendiri, hujan justru membawa berbagai bencana bagi 

                                                           
14 https://www.smkassalaambandung.sch.id/berita/lingkungan-hidup-

dalam-perspektif-islam, diakases pada 15 Juni 2023 

https://www.smkassalaambandung.sch.id/berita/lingkungan-hidup-dalam-perspektif-islam
https://www.smkassalaambandung.sch.id/berita/lingkungan-hidup-dalam-perspektif-islam
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manusia. Banjir, tanah longsor dan bencana muncul saat musim 

hujan tiba. Bahkan di tempat-tempat yang biasanya tidak banjir 

sekarang menjadi langganan banjir. Tidakkah manusia 

menyadarinya? Atau manusia terlalu egois memikirkan diri 

sendiri tanpa mau menyadari pentingnya menjaga lingkungan 

hidup yang kita wariskan kepada generasi mendatang. Allah 

SWT memberi manusia untuk memakmurkan bumi ini, mengatur 

kehidupan lingkungan hidup yang baik dan tertata. Karena itu, 

kita sebagai umat muslim seharusnya memahami arti pentingnya 

menjaga kelestarian lingkungan hidup. Allah berfirman, Artinya: 

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat dengan orang-orang 

yang berbuat baik. (QS. Al-A‟raf :56 ) 


